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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, 

dapat diambil berbagai kesimpulan sebagai berikut 

1. Dalam kasus diatas terjadinya persidangan di Mahkamah Agung 

karena dari pihak Penggugat tidak setuju dengan hasil putusan 

pertama yang dilakukan dalam persidangan Peradilan Agama dan 

mengajukan eksepsi guna meminta pembatalan Putusan  Peradilan 

Agama karena merugikan pihak Penggugat. kelalaian dari pihak 

Bank (Tergugat I) dalam mencairkan dana pinjaman tanpa adanya 

polis asuransi terlebih dahulu sehingga kerugian pada pihak 

Penggugat adalah Ongku Sutan Harahap  adalah suami dari 

Penggugat yang telah meninggal karena sakit dan pembiayaan akad 

musyarakah tersebut masih dalam proses pembayaran, dimana 

akhirnya Mahkamah Agung Memutuskan untuk membagi secara 

proposional kerugian karna itu merupakan Akad Musyarakah. 

2. Ditinjau dari Hukum Islam apabila perjanjian tidak dilaksanakan 

atau dialihkan pelaksanaannya dari satu kegiatan kepada kegiatan 

lain maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (fasakh). 

 

B. Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka, dari itu penulis 

memberikan saran agar: 
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1. Harusnya pihak Debitur dan Kreditur tersebut lebih berhati-hati 

dalam membuat akad dan menandatangani perjanjian sehingga tidak 

merugikan kedua belah pihak. 

2. Bagi Mahkamah Agung diharapkan agar sengketa ekonomi syariah 

tetap di laksanakan di Pengadilan Agama agar sesuai dengan 

kewangan absolute Pengadilan Agama. 
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